
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial. sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama 

dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang 

pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat–syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 

1 Undang–Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. 

Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, 

yaitu : 

1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai 

suami isteri. 

2. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia, kekal dan sejahtera. 

3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada 

Ketuhanan Yang Maha Esa.1 

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian 

untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan 

kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah 

pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih 

                                                           
1 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), h. 11. 
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sayang dan ketentraman dengan cara–cara yang diridhoi Allah.2 Wirjono Prodjodikoro, 

mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki–laki dan seorang 

perempuan yang memenuhi syarat–syarat tertentu.3 

Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang 

laki–laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.4 Muhammad Abu Ishrah 

mendifinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan 

mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan 

tolong menolong serta memberi batas hak–hak bagi pemiliknya dan pemenuhan 

kewajibannya masing–masing.5 

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan mengandung aspek akibat 

hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan 

pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam 

pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Dengan 

demikian kata nikah atau zawaj atau tazwiz mempunyai arti “kawin atau perkawinan”. 

Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad 

antara seorang laki–laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua 

belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan 

syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang 

seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing–masing dari padanya 

sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.6 

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang 

                                                           
2 Soemiyati, Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 15. 
3 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinandi Indonesia, (Bandung: Sumur, 1984), h. 7. 
4 Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata, (Bandung: PT. Intermasa, 1992), h. 1. 
5 H. Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dina utama, 1992), h. 3 - 4. 
6 Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, Al Islam, (Jakarta: CV Bulan Bintang, 1966), h. 562. 
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No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.7 Disebut “Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing–masing agamanya dan kepercayaannya”. 

Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak dapat lepas 

dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki–laki dengan perempuan, sebab 

perkawinan merupakan lembaga yang mengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan 

halal. Manusia normal tentu saja berpendapat bahwa perkawinan yang mereka 

laksanakan untuk mengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka dan untuk 

mendapatkan keturunan yang sah. 

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan 

tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan 

memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa 

dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga 

menjadi kenikmatan, kebahagian hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh 

pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehanketurunan yang saleh dan yang akan 

mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.8 

Kemudian hubungan yang erat antara laki–laki dan wanita telah diatur dalam firman 

Allah SWT, yang artinya: 

دَّةً وَّ  و  مْ مَّ ع ل  ب يْن ك  ج  ا و  ا ا ل يْه  اجًا ل  ت سْك ن وْٖٓ ك مْ ا زْو  نْ ا نْف س  ل ق  ل ك مْ م   ٖٓ ا نْ خ  نْ اٰيٰت ه  م  يٰتٍ ل  ق وْمٍ ر  و  ٰ ةً ۗا نَّ ف يْ ذٰل ك  لَ  حْم 

وْن    يَّت ف كَّر 

“…Dan di antara tanda–tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 

isteri–isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepada-Nya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya 

                                                           
7 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 1994), h. 78. 
8 Musfir Aj-Jahrani, Poligami Dari Berbagai Persepsi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 15. 



4 

pada yang demikian itu benar–benar terdapat tanda–tanda bagi kaum yang 

berpikir”. (Q.S. Ar Rum (30): 21)9 

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan 

keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan 

demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, 

melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih 

sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, melahirkan keturunan 

yang baik, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian 

akan terjadi sikap saling menolong antara laki–laki dan wanita dalam kepentingan dan 

tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga dan isteri bertugas mengurusi rumah tangga serta mendidik anak–anak. Dari 

segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang–Undang Nomor 1 

Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi 

ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan 

suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai 

khaliq seru sekalian alam. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah 

perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa 

rahmah. 

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa 

tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami 

isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing– masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan 

materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga 

yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang–Undang menganut prinsip unltuk 

                                                           
9 Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1987), h. 644. 
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m lem lpersukar terjadinlya perceraianl, harus ada alasanl tertenltu serta harus dilakukanl di 

depanl penlgadilanl.10 

Sehubunlganl denlganl penldapat di atas, m laka tujuanl–tujuanl perkawin lanl yanlg pokok 

anltara lainl : 

1. Unltuk m len legakkanl danl m lenljunljunlg tinlggi syariat agam la m lanlusia nlorm lal baik 

laki-laki m laupunl perem lpuanl yanlg m lem leluk agam la tertenltu denlganl taat pasti 

berusaha unltuk m lenljunljunlg tinlggi ajaranl agam lanlya, unltuk m len ljaga kesucianl 

agam lanlya, apabila tidak dem likianl berarti bukanllah pem leluk agam la yanlg taat. 

Dalam l ajaranl islam l nlikah term lasuk perbuatanl yanlg diatur denlgan l syariat Islam l 

denlganl syarat danl rukunl tertenltu. MLaka oranlg–oranlg yanlg m lelanlgsunlgkan l 

perkawinlan l berarti m lenljunljunlg tinlggi agam lanlya, sedanlgkanl oranlg–oranlg yanlg 

berzinla, m lenljalanlkanl perbuatanl m lesum l, m lelacur, m lelaksanlakan l pem lerkosaanl 

danl lainl–lainl berarti m lerenldahkanl syariat agam lanlya. 

2. Unltuk m lenlghalalkanl hubunlgan l biologis anltara laki–laki denlganl perem lpuanl 

yanlg bukanl m luhrim lnlya. Telah diketahui bersam la bahwa suam li isteri asalnlya 

oranlg lain l, tidak ada hubunlganl keluarga dekat atau bukanl m luhrim lnlya, 

sehinlgga unltuk m lelakukanl hubunlgan l seksual anltara m lereka hukum lnlya haram l, 

tetapi m lelalui perkawinlanl hubunlgan l seksual m lereka atau hubunlganl biologis 

anltara keduanlya halal, bukanl berdosa bahkanl m lenljadi berpahala. 

3. Unltuk m lelahirkanl keturunlanl yanlg sah m lenlurut hukum l. Anlak yanlg dilahirkanl 

oleh seoranlg ibu tanlpa diketahui denlganl jelas siapa ayahnlya, atau ayahnlya 

banlyak karenla ibunlya berhubunlganl denlganl banlyak laki-laki tanlpa terikat tali 

perkawinlan l, atau dia lahir dari hubun lgan l di luar nlikah ibunlya denlganl laki-laki, 

m lenlurut Unldan lg–Unldanlg nlom lor 1 Tahunl 1974 anlak itu han lya m lem lpunlyai 

                                                           
10 ML. Yahya Harahap..., 20 
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hubunlganl perdata denlganl ibunlya. Ia hanlya berhak m lem lberi warisanl atau 

m lenldapatkanl warisanl dari ibunlya. Apabila dia anlak perem lpuan l tidak akan l ada 

laki–laki yanlg berhak m lenljadi walinlya waktu m lenljadi penlganltin l m laka walinlya 

adalah wali hakim l. Karenla itu tujuanl perkawinlanl dalam l islam l unltuk 

m lelahirkan l keturunlanl yanlg sah m len lurut hukum l, m laka anlak yanlg dilahirkanl 

oleh suam li isteri yanlg sudah terikat suatu perkawinlanl adalah anlak m lereka 

berdua yan lg m lem lpunlyai hubunlgan l hukum l denlganl kedua oranlg tuanlya itu, 

berhak m lewarisi danl m lenldapatkanl warisanl anltara oranlg tua denlganl anlaknlya. 

Bila anlak itu perem lpuanl, ayahnlya berhak m lenljadi wali pada waktu m lenljadi 

penlganltinl. Status anlak-anlaknlya itu jelas sebagai anlak siapa, siapa ayahnlya danl 

siapa ibunlya.11 

4. Unltuk m len ljaga fitrah m lanlusia sebagai m lakhluk Allah yanlg dikarunlia cipta, 

rasa danl karsa serta denlganl petunljuk agam la.Berarti perkawinlan l inli m lerupakanl 

penlyaluran l secara sah nlaluri seksual m lanlusia, danl m lem lpunlyai nlaluri seksual 

yanlg tidak m lunlgkinl diam lati atau diobral begitu saja. MLaka perkawinlanl 

m lerupakan l lem lbaga unltuk m lem lanlusiakanl m lanlusia dalam l m len lyalurkanl nlaluri 

seksualnlya, atau unltuk m lenljaga nlilai–nlilai kem lanlusianl danl fitrah m lanlusia. 

MLenlurut fitrahnlya m lanlusia m lerupakanl m lakhluk palinlg m lulia, m laka 

penlyaluran l n lalurinlya harus secara m lulia juga, yaknli m lelalui perkawinlan l. 

5. Unltuk m lenljaga ketenlteram lanl hidup. Perkawinlanl m lerupakanl lem lbaga unltuk 

m lenljaga ketenlteram lanl hidup seseoranlg, oranlg–oran lg yanlg sudah 

m lelanlgsun lgkanl perkawinlanl secaraum lum l hidupnlya lebih tenlteram l terutam la 

yanlg m lenlyanlgkut segi seksual, kejahatanl–kejahatanl seksual, dapat 

m lenljalanlkanl.kehidupanl seksual yanlg nlorm lal. Walaupunl asalnlya m ludah terbuai 

                                                           
11 Bibit Suprapto, Liku-liku Poligamli, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), h. 37-38. 
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m lata, kecanltikanl wajah, benltuk badanl wanlita yanlg m lonltok danl sebagainlya, 

tetapi secara n lorm lal m lanlusia setelah m lelanlgsunlgkan l perkawinlanl dapat 

m lenlgonltrolnlya, dapat m lenlgerem l sem lua ranlgsanlganl yanlg datan lg pada dirinlya, 

anldai kata tertarik pada seseoranlg wanlita selainl isterinlya toh iapunlya sem lacam l 

wanlita itu juga yaitu isterinlya senldiri. Kalaupunl dinlikahinlya juga m lem lbawa 

juga m lem lbawa ketenlteram lanl pada diri seseoranlg, begitu pula keluarga 

ayahibunlya atau oranlg tuanlya, setelah m lereka m lem lbenltuk keluargasenldiri 

berarti ketenlteram lanl keluarga, danl perkawinlanl juga m lem lbawa ketenlteram lanl 

m lasyarakat. 

6. Unltuk m lem lpererat hubunlgan l persaudaraanl. Perkawinlanl juga m lerupakan l saranla 

unltuk m lem lpererat hubunlgan l persaudaraanl atau ukhuwah, bagi um lat islam l 

tenltu saja ukhuwah Islam liyah, baik ruanlg linlgkup sem lpit m laupunl luas. Pada 

ruanlg linlgkup sem lpit atau kecil yaknli ruanlg linlgkup keluarga, m laka 

denlganladanlya perkawinlanl diharapkanl anltara kedua keluarga atau kedua besanl 

dapat m len ljalinl kekeluargaanl (persaudaraanl)yanlg lebih erat lagi, m laka dari itu 

dihinldarkanl perkawinlan l anltara saudara dekat, apalagi dalam l syariat Islaml 

ditetapkanl tidak boleh kawinl denlganl m luhrim l senldiri. Perkawinlanl denlgan l 

saudara dekat m lem lanlg kuranlg baik karenla tidak dapat m lem lperluas jarinlganl 

persaudaraan l / anltara keluarga yanlg jauh, sehinlgga persaudaraanlnlya hanlya 

berputar dari situ ke situ saja pada satu linlgkaranl kecil, keturunlanl yanlg 

dilahirkanln lya punl lem lah. Juga apabila terjadi pertenltanlganl ataupunl perceraianl 

m laka keretakanl keluarga akanl terjadi karenla besanl m lem lanlg sebelum lnlya sudah 

satu keluarga.12 Denlganl adanlya perceraian l m laka anltara anlak m lereka m lasinlg–

m lasinlg, keluarga cenlderunlg m lem lbela anlaknlya senldiri, sehinlgga ikatanl 

                                                           
12 Bibit Suprapto, Liku-liku… 40-41 



8 

keluarga yanlg m lasih dekat anltar besanl itu m lenljadi renlgganlg bahkanl retak. 

Perkawinlanl anltar keluarga jauh atau oranlg lainl sam la sekali m lem lanlg baik 

karenla dapat m lenlam lbah saudara, dapat m lenlim lbulkanl persaudaraanl baru anltara 

keluarga besar yanlg asalnlya oranlg lainl, anldai kata terjadi perceraianl tidak 

banlyak m lem lbuat keretakanl keluarga. 

Dalam l uraianl diatas m lenlyebutkanl bahwa dalam l perkawinlanl tujuan lnlya ialah salah 

satunlya m lelahirkanl keturunlanl/anlak.  Agam la Islam l m lenlgajarkanl kepada pem leluknlya 

supaya m lelaksan lakanl m lu’am lalat atau hubunlganl anltar m lanlusia sesuai denlgan l peraturan l 

perunldanlg- unldanlganl yanlg telah diterapkanl oleh syara’. Islam l mlenlghenldaki 

terpeliharanlya keturun lanl denlganl baik danl teran lg diketahui anlak, sanlak kerabat, tetanlgga. 

Dilaranlg terjadi perzinlahanl, perkawinlan l diam l-diam l (kawinl gelap) danl setiap anlak harus 

dikenlal siapa bapak danl ibunlya.13 

Secara etim lologis penlgertianl anlak luar n likah terdiri dari kata “an lak” danl “frase 

luar nlikah”. Anlak sebagaim lanla tertulis dalam l kam lus besar Bahasa Inldonlesia diartikanl 

sebagai keturunlanl kedua.14 Di sam lpinlg itu, an lak juga m lenlganldunlg pen lgertianl sebagai 

m lanlusia yanlg m lasih kecil. Selainl itu, terdapat penlgertianl lainl, bahwa anlak pada 

hakikatnlya adalah seoranlg yanlg sam la berada pada suatu m lasa perkem lbanlganl tertenltu 

danl m lem lpunlyai potenlsi unltuk m lenljadi dewasa.15 

Dalam l kaitan l inli Alquranl terdapat berm lacam l-m lacam l kata yanlg m lenlganldunlg arti 

anlak, m leskipunl dem likianl di dalam l pem lakaianl terdapat perbedaanl, artinlya kata-kata 

sinlonlim l inli tidak sepenluhnlya berarti sam la, m lisalnlya kata walad, hafadah, dzurriyah, ibnl, 

kata walad unltuk mlenlggam lbarkanl adanlya hubunlgan l keturunlan l, sehinlgga kata walid 

berarti ayah kanldun lg, dem likianl pula kata walidah berarti ibu kanldun lg. Inli berbeda 

                                                           
13 Hilmlanl Hadikusumla, Hukuml Perkawin lan l Inldonlesia, (Banldunlg: MLanldar MLaju, cet. I, 1990), h. 137. 
14 Anltonl ML. MLoelionlo, Kamlus Besar Bahasa Inldonlesia, Cet-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 30-31. 
15 Wasty Soemlanlto, Psikologi Pen ldidikanl, Cet-3, (Jakarta: Rinleka Cipta), h. 256. 
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denlganl kata ibnl, yanlg tidak m lesti m lenlunljukkan l hubunlganl keturunlan l.16 Jadi Ibnl bisa 

berarti anlak kanldun lg ataupunl anlak anlgkat. Dem likianl pula kata ab (ayah), bisa berarti 

ayah kanldunlg atau ayah anlgkat. Kata binlt berarti m lerujuk pada pen lgertianl anlak 

perem lpuanl, jam lak nlya banlat. Alquranl juga m lenlggunlakanl kata dzurriyah unltuk 

m lenlyebut anlak cucu atau anlak keturunlanl, danl m lenlggun lakanl kata hafadah dipakai unltuk 

m lenlunljukkanl penlgertianl cucu, baik cucu yanlg m lasih hubunlganl kerabat atau oranlg lainl.17 

Adapunl nlikah atau pernlikahanl adalah ikatan l lahir batinl anltara seoranlg pria danl 

seoranlg wanlita sebagai suam li istri denlganl tujuanl m lem lbenltuk keluarga rum lah tanlgga 

yanlg bahagia danl kekal berdasarkan l ketuhan lanl Yanlg MLaha Esa.18 Suatu pernlikahanl 

dianlggap sah apabila dilakukanl m len lurut hukum l m lasinlg-m lasinlg agam la danl kepercayaan l 

danl dicatat m lenlurut peraturanl perun ldanlg-unldan lganl yan lg berlaku.19 

Dalam Islam, status anak zina anak yang lahir di luar pernikahan yang sah secara 

syar’i telah menjadi pembahasan panjang di kalangan para ulama fiqih. Perbedaan 

pandangan ini mencakup beberapa aspek seperti hubungan nasab, hak waris, nafkah, dan 

tanggung jawab orang tua. Pendapat dari empat mazhab utama dalam Islam (Hanafi, 

Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) memberikan gambaran yang komprehensif mengenai 

masalah ini. Berikut adalah penjelasan pendapat dari masing-masing mazhab: 

1) Mazhab Hanafi : Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak zina hanya memiliki 

hubungan nasab dengan ibunya. Nasab kepada ayah biologis tidak diakui karena 

kelahirannya tidak terjadi dalam ikatan pernikahan yang sah. Dalil yang menjadi 

pegangan Mazhab Hanafi adalah hadis Nabi Muhammad SAW: "Anak itu adalah 

                                                           
16 Abdul MLustaqiml, Kedudukanl dan l Hak-Hak An lak dalaml PerspektifAl-Ow 'anl, MLusawa Jurn lal Stnldi 

Gen lder danl Islaml, Vol 4:2 (Juli 2006), h. 148. 
17 ML Quraish Shihab, Tqfsir Al-MLisbah, Pesanl, Kesan l, Dan l Keserasian l Al-Qiir'an l, Jilid XV, (Jakarta: 

Lenltera Hati, 2004), h. 614. 
18 Khoiruddinl NLasutionl, Islaml Ten ltan lg Relasi Suamli danl Istri, Cet I, (Yogyakarta: Academlia 

bekerjasamla denlganl Tazzafa, 1996), h. 16. Baca juga UU NLo 1 Tahunl 1974 pasal 1 
19 Pasal 1 danl 2 ayat (1) UU NLo. 1 tahunl 1974 tenltan lg perkawinlanl 
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milik firasy (suami sah), dan bagi penzina adalah hukuman." 

(HR. Bukhari dan Muslim). Dalam konteks ini, anak zina tidak memiliki hak 

untuk menuntut warisan dari ayah biologisnya karena tidak adanya hubungan 

nasab secara syar’i. Namun, ayah biologis memiliki tanggung jawab moral untuk 

menafkahi anak tersebut jika ia mengakuinya. Mazhab Hanafi juga menekankan 

bahwa anak zina tidak boleh didiskriminasi atau diperlakukan dengan tidak adil 

oleh masyarakat. 

2) Mazhab Maliki : Mazhab Maliki memiliki pandangan yang serupa dengan 

Mazhab Hanafi, yaitu anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah 

biologisnya. Namun, dalam Mazhab Maliki, jika ayah biologis secara sukarela 

mengakui anak tersebut, maka pengakuan itu dapat diterima. Meski demikian, 

pengakuan ini tidak mengubah status hukum nasab anak tersebut. Dalam hal 

warisan, Mazhab Maliki tetap berpendapat bahwa anak zina tidak memiliki hak 

waris dari ayah biologisnya. Namun, ayah biologis dianjurkan memberikan 

nafkah kepada anaknya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan untuk 

mengurangi stigma sosial yang mungkin dialami oleh anak tersebut. 

3) Mazhab Syafi’I : Dalam Mazhab Syafi’i, anak zina hanya memiliki hubungan 

nasab dengan ibunya. Mazhab ini memegang teguh pada dalil hadis yang 

menyatakan bahwa nasab hanya sah melalui firasy, yaitu hubungan yang terjadi 

dalam pernikahan yang sah. Jika tidak ada pernikahan, maka tidak ada hubungan 

nasab antara anak dan ayah biologisnya. Mazhab Syafi’i juga tidak mengakui 

pengakuan dari ayah biologis terhadap anak zina. Meskipun pengakuan tersebut 

dilakukan, anak tetap tidak dianggap memiliki hubungan hukum dengan ayah 

biologisnya. Dalam hal warisan, anak zina hanya dapat mewarisi dari ibunya dan 

tidak dari ayah biologisnya. Namun, Mazhab Syafi’i menekankan pentingnya 
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perlakuan adil terhadap anak zina, termasuk memberikan perlindungan sosial dan 

tidak menjadikannya sasaran stigma. 

4) Mazhab Hanbali : Mazhab Hanbali juga berpendapat bahwa anak zina tidak 

memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Nasab hanya dapat dikaitkan 

dengan ibu kandungnya, sementara ayah biologis tidak memiliki hubungan 

hukum dengan anak tersebut. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang sama 

seperti yang dipegang oleh Mazhab Syafi’i. Namun, Mazhab Hanbali 

menekankan pentingnya tanggung jawab moral ayah biologis terhadap anak zina. 

Meskipun anak zina tidak dapat mewarisi dari ayah biologisnya, ayah tetap 

dianjurkan untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebagai bentuk 

tanggung jawab moral. Mazhab Hanbali juga mendorong masyarakat untuk 

bersikap adil dan melindungi anak zina dari stigma sosial. 

MLenlurut Dr. Wiryonlo dalam l bukunlya “Hakikat Dalam l Hukum l Islam l” m lenlgatakanl 

bahwa ada kem lunlgkinlanl seoran lg anlak hanlya m lem lpunlyai ibu danl tidak m lem lpunlyai 

bapak. Status anlak yanlg lahir di luar perkawin lanl itu m lenlurut hukum l Islam l adalah anlak 

yanlg tidak m lem lpunlyai hubunlganl hukum l denlgan l ayahnlya, yaitu laki-laki yanlg 

m lenlurunlkanl n lya. NLam lunl tetap m lem lpunlyai hubunlganl hukum l denlganl ibun lya yaitu wan lita 

yanlg m lelahirkanlnlya itu. Atau dalam l Islam l biasa m lenlgenlalinlya anlak luar nlikah denlgan l 

istilah anlak zinla (walad al-zinla), atau anlak zadah. Secara defenlisi fuqaha’ m lerum luskanl 

zinla sebagai berikut: Zinla adalah mlemlasukkanl zakar ke dalaml faraj yanlg bukanl 

istrinlya,bukanl camlpur secara subhat danl mlenlimlbulkanl kelezatanl. Zinla juga bisa 

diartikanl hubunlgan l kelam linl anltara seoranlg laki-laki danl perem lpuan l tanlpa ikatanl 

pernlikahanl. Tidak m lem lanldanlg apakah salah satu dari kedua belah pihak telah m lem liliki 

pasanlganl hidupnlya m lasinlg-m lasinlg atau belum l pernlah m lenlikah sam la sekali. 
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Factur Rahm lanl m lenldefinlisikanl anlak hasil luar nlikah adalah anlak yanlg dilahirkanl 

di luar pernlikahanl yanlg tidak sah m lenlurut syariah.20 

Penldapat serupa juga dikem lukakanl oleh Ahm lad Rofiq bahwa anlak hasil luar nlikah 

adalah anlak yanlg lahir tidak sah m lenlurut ketenltuanl Agam la.21 Di dalam l Islam l terdapat 

peraturanl yanlg term lasuk dalam l kategori anlak yanlg tidak sah anltara lainl: 

a. Anlak yan lg lahir di luar perkawinlan l atau hubunlgan l zinla, yaitu anlak yanlg 

dilahirkanl oleh seoranlg wanlita tanlpa adanlya ikatanl perkawinlanl denlganl seoranlg 

laki-laki secara sah. 

b. Anlak yanlg lahir dalam l suatu ikatanl perkawinlanl yanlg sah akanl tetapi terjadinlya 

keham lilanl itu diluar perkawinlanlnlya. 

Apabila dalam l pern likahanl seoranlg suam li m lenlduga adanlya hubun lganl perzinlaanl 

istrinlya denlganl oran lg lainl, unltuk mlem lecahkanl problem la inli dalam l ilmlu fiqh dikenlal 

denlganl nlam la Li’an l. MLaka baranlg siapa yakinl atau m lenluduh bahwa istrinlya telah 

m lem lbasahi ranljanlgnlya denlganl oranlg lainl, kem ludianl sanlg istri itu m lelahirkanl anlak 

padahal tidak ada bukti yan lg tegas, m laka seoranlg suam li boleh m lenlgajukanl ke 

penlgadilanl kem ludianl m lenlgadakanl m lula’anlah (sum lpah denlgan l m lelaknlat) anltara kedua 

belah pihak. Sebagaim lanla ditegaskanl dalam l QS anl- NLur/24: 6-9. 

مْ ا رْب ع  ش   ه  د  اد ة  ا ح  مْ ف ش ه  ٖٓ ا نْف س ه  د اۤء  ا لََّ مْ ش ه  ل مْ ي ك نْ لَّه  مْ و  ه  اج  وْن  ا زْو  يْن  ي رْم  الَّذ  ق يْن  و  د  ن  الصه هٰدٰتٍٍۢ ب اللّٰه  ۙا نَّهٗ ل م 

ي دْ  ب يْن  و  ن  الْكٰذ  ل يْه  ا نْ ك ان  م  س ة  ا نَّ ل عْن ت  اللّٰه  ع  ام  الْخ  ن  و  د  ا رْب ع  ش هٰدٰتٍٍۢ ب اللّٰه  ا نَّهٗ ل م  ا الْع ذ اب  ا نْ ت شْه  ا ع نْه  ؤ  ر 

ق يْن   د  ن  الصه آٖ ا نْ ك ان  م  ل يْه  س ة  ا نَّ غ ض ب  اللّٰه  ع  ام  الْخ  ب يْن  ۙ و   الْكٰذ 

“Oranlg-oranlg yanlg mlenluduh istrinlya berzinla, padahal mlereka tidak mlemlpunlyai 

saksi-saksi selainl diri mlereka sen ldiri, mlaka kesaksianl mlasinlg-mlasinlg oranlg itu 

ialah emlpat kali bersumlpah atas (nlamla) Allah, bahwa sesunlgguhnlya dia termlasuk 

                                                           
20 Fatchur Rahmlanl, Ilmlu Waris, cet. Ke-10, (Banldunlg: PT. Al-MLa'arif, 1981), h. 221. 
21 Ahmlad Rofiq, Fiqh MLawawaris, cet-ke 1, (Jakarta: PT Raja Grafinldo Persada, 1993), h. 127. 
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oranlg yanlg benlar. (Sumlpah) yanlg kelimla adalah bahwa laknlat Allah atasnlya jika 

dia termlasuk oranlg-oranlg yanlg berdusta. Istri itu terhinldar dari hukumlanl apabila 

dia bersumlpah emlpat kali atas (nlamla) Allah bahwa dia (suamlinlya) benlar-benlar 

termlasuk oranlg-oranlg yanlg berdusta, (Sumlpah) yanlg kelimla adalah bahwa 

kemlurkaan l Allah atasnlya (istri) jika dia (suamlinlya) itu termlasuk oranlg yanlg 

benlar.”  

 

Berdasarkanl denlganl Hukum l Islam l, didalam l BW istilah anlak luar n likah cenlderunlg 

lebih sem lpit jika dibanldinlgkanl denlganl istilah yanlg sam la dalam l Hukum l Islam l. Hal 

tersebut terjadi karenla anlak luar nlikah m lenlurut BW hanlya terbatas hubun lgan l seksual di 

luar nlikah bagi m lereka yanlg telah m lenlikah saja. Sesuai pasal 272 KUH Perdata 

dijelaskanl bahwa, setiap anlak yanlg dilahirkanl diluar nlikah (anltara gadis danl jejaka), 

dapat diakui sekaligus dapat disahkanl, kecuali anlak- anlak yanlg benlihkan l dari hasil zinla 

atau dalam l sum lbanlg (anlak yanlg dilahirkanl dari hubunlganl anltara laki-laki danl wanlita 

yanlg dilaranlg kawin l anltara keduan lya). 

Apabila diperhatikanl secara seksam la pasal tersebut, m laka dapat disim lpulkanl 

bahwa, hubunlganl seks diluar nlikah yanlg dilakukanl, anlak yanlg lahir sebagai akibat 

hubunlganl m lereka bisa diakui atau disahkanl sebagai anlak yanlg sah. Sedan lgkanl anlak hasil 

zinla tidak dapat diakui atau disahkanl sebagai anlak yanlg sah. Hal inli berarti bahwa, zinla 

m lenlurut KUH Perdata adalah hubunlganl seks yanlg dilakukanl di luar nlikah oleh m lereka 

yanlg sudah bersuam li atau beristri. 

Penlgertianl zin la, ditinljau dari segi hukum l pidanla adalah, bahwa yanlg dapat 

dihukum l hanlyalah hubunlgan l seks yanlg dilakukanl oleh oranlg yanlg sudah bersuam li atau 
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bersitri danl m lereka yanlg m lelakukanl hubun lgan l seks dari kalan lganl gadis danl jejaka tidak 

dikenlai hukum l pidan la.22 

Berbeda denlganl hukum l Islam l, Hukum l Positif ternlyata m lem lpunlyai pem laham lan l 

yanlg berbeda perihal anlak zinla,- sebagaim lanla yanlg tersebut didalam l ; 

a. Pasal 272 KUH Perdata, 

Bahwa dijelaskanl bahwa setiap anlak yanlg dilahirkanl diluar nlikah (anltara 

perjaka denlgan l seoranlg gadis) dapat diakui sekaligus disahkan l kecuali anlak‐

anlak yanlg dibenlihkanl dari hasil zin la atau sum lbanlg. Adapunl yanlg dim laksud 

denlganl an lak zinla atau sum lbanlg adalah anlak‐anlak yanlg dilahirkanl dari 

hubunlganl seoranlg laki‐laki denlganl seoranlg wanlita yanlg dilaran lg kawinl anltara 

keduanlya.23 

b. Pasal 283 Kitab Unldanlg-Unldanlg Hukum l Perdata (Kuh Perdata), 

Bahwa An lak yanlg dilahirkanl karenla perzinlaan l atau penlodaan l darah (inlcest, 

sum lbanlg), tidak boleh diakui tanlpa m lenlguranlgi ketenltuanl Pasal 273 Kuhp 

Perdata m lenlgenlai anlak penlodaanl darah. MLaka jika didasarkanl pada ketenltuanl 

dalam l Kuh Perdata, anlak zinla tidak mlenldapat warisanl dari oran lg tuanlya. Akanl 

tetapi, berdasarkanl Pasal 867 Kuh Perdata, anlak zinla m lenldapatkanl nlafkah 

seperlunlya dari oranlg tuanlya.Apabila diperhatikanl secara seksam la pasal 

tersebut, dapat disim lpulkanl bahwa hubunlganl seks di luar nlikah anltara gadis 

danl perjaka tidak dianlggap zinla. Hal inli berarti yanlg dim laksud zinla oleh KUH 

Perdata adalah hubunlganl seks yanlg dilakukanl di luar nlikah oleh m lereka yanlg 

dianltara salah satunlya telah bersuam li atau beristri.atau terdapat halanlganl 

m lenlikah an ltara keduanlya seperti hubunlganl seks sedarah. 

                                                           
22 Chuzaimlah T. Yanlggo, Hafiz Anlshary AZ, Problemlatika Hukuml Islaml Kon ltem lporer 1, (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, tt), h. 121-122. 
23 NLinlik Suparnli.SH, Kitab Un ldanlg-Un ldanlg Hukuml Perdata, (Jakarta; Binleka Cipta, 2013 ), h. 67. 
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c. Pasal 867 yanlg berbunlyi sebagai berikut, 

Bahwa Ketenltuan l-ketenltuanl tersebut di atas inli tidak berlaku bagi anlak-anlak 

yanlg lahir dari perzinlahanl atau penlodaanl darah. Un ldanlg-unldanlg hanlya 

m lem lberikanl nlafkah seperlunlya kepada m lereka “Ketenltuanl” tersebut dipertegas 

lagi dalam l Pasal 869 KUH Perdata sebagai berikut: Bila bapakn lya atau ibunlya 

sewaktu hidup telah m lem lberikanl jam linlan l nlafkah seperlunlya un ltuk an lak yanlg 

lahir dari perzinlahanl atau penlodaanl darah, m laka anlak itu tidak m lem lpunlyai hak 

lebih lanljut unltuk m lenlunltut warisanl dari bapak atau ibunlya, Bahwa dari uraian l 

diatas dalam l hal inli bisa disimlpulkanl bahwasanlya dalam l Kuh perdata 

m lem lbedakanl m lenlgenlai anlak luar n likah danl anlak zinlah perihal penlgertian l 

m laupunl hak kewarisanlnlya. 

d. UU Perkawinlanl NLo 1 Tahunl 1974 NLo 1 Tahunl 1974 danl KHI m lenlyebutkanl: 

Bahwa Pasal 42 anlak sah adalah anlak yanlg dilahirkanl dalam l danl akibat 

pernlikahan l yanlg sah, Pasal 43 Ayat 1 UU NLo. 1 Tahun l 1974 tenltanlg 

Perkawinlanl m lenlyebutkanl bahwa anlak yanlg dilahirkanl diluar perkawinlanl 

hanlya m lem lpunlyai hubunlganl perdata denlganl ibunlya danl keluarga ibunlya. 

c. Hal senlada juga diatur dalam l KHI, 

Bahwa Pasal 99 huruf (a) m lenlgatakan l bahwa yanlg dim laksud denlganl anlak sah 

adalah anlak yanlg dilahirkanl dalam l dan l akibat pernlikahanl yanlg sah. Jadi 

penlgertianl zinla m lenlurut KHI adalah setiap hubunlgan l seks yanlg dilakukanl oleh 

pria danl wanlita di luar ikatanl pernlikahanl yanlg sah tidak dibedakanl apakah hal 

tersebut dilakukanl oleh perjaka danl gadis m laupunl oleh oranlg‐oranlg yanlg telah 

m lenlikah. Pasal 100 KHI bahwa “anlak yanlg lahir di luar perkawinlanl hanlya 

m lem lpunlyai hubun lganl nlasab denlganl ibunlya danl keluarga ibu nlya”.24 

                                                           
24 TIML Redaksi NLuanlsa Aulia, Kon lfilasi Hukuml Islam l, (NLuanlsa Aulia 2012), h. 29. 
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MLenlurut H. Herusuko25, penlyebab terjadinlya anlak tidak sah atau anlak luar kawinl 

karenla (1) an lak lahir tanlpa ikatanl perkawinlan l anltara perem lpuanl denlgan l laki-laki yanlg 

m lenlyetubuhi danl keduanlya tidak terikat perkawinlanl pihak lainl; (2) kelahiranl anlak 

tersebut dikehen ldaki ibu ayahnlya, nlam lunl salah satu atau kedua oranlg tuanlya terkait 

perkawinlanl; (3) tidak diketahui keberadaanl laki-laki yanlg m lenlgham lili perem lpuanl yanlg 

m lelahirkanl anlak tersebut; (4) anlak lahir m lasih dalam l m lasa tunlggu perceraianl, tetapi 

anlak tersebut m lerupakanl hasil hubunlganl den lganl laki-laki yanlg bukan l suam linlya; (5) 

anlak dilahirkanl oleh perem lpuanl yan lg ditinlggal suam li lebih dari 300 hari, danl an lak itu 

tidak diakui oleh suam linlya (ayah) sebagai an lak yanlg sah; (6) anlak lahir dari seoranlg 

perem lpuanl, padahal agam la yanlg m lereka peluk mlenlenltukanl lainl. M Lisalnlya, agam la 

Katolik tidak m lenlgenlal adanlya cerai hidup, tetapi dilakukanl juga, kem ludianl ia kawinl 

lagi danl m lelahirkanl anlak. Anlak tersebut dianlggap tidak sah; (7) anlak dilahirkanl seoranlg 

perem lpuanl, sedanlgkanl pada m lereka berlaku ketenltuanl hukum l nlegara m lelaranlg 

m lenlgadakanl perkawinlanl; (8) anlak tersebut sam la sekali tidak m lenlgetahui kedua oran lg 

tuanlya; (9) anlak lahir dari perkawinlanl yanlg tidak dicatatkanl di Kanltor Catatanl Sipil atau 

Kanltor Urusanl Agam la; (10) anlak yanlg lahir dari perkawinlanl secara adat, tidak 

dilaksanlakanl secara adat, tidak dilaksanlakanl m lenlurut agam la dan l kepercayaanlnlya, serta 

tidak didaftarkanl di Kanltor Catatanl Sipil atau Kanltor Urusanl Agam la setem lpat. 

Adanlya Perbedaan l pem laham lanl tenltan lg anlak zinla m lenlurut hukum l tersebut 

tenltunlya berpenlgaruh terhadap status danl kedudukanl anlak yanlg dihasilkanl di luar nlikah, 

apakah si an lak dapat diakui sebagai anlak sah oleh oranlg tuanlya atau tidak. Danl tenltu saja 

pada akhirnlya hal in li akanl m lem lpenlgaruhi status danl hak si anlak. 

                                                           
25 Abdul MLanlanl, An leka MLasalah Hukuml Perdata Islaml Di In ldonlesia, 2nld ed. (Jakarta: Kenlcanla 

Prenlada MLedia Group, 2008), h. 81.   
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Bahwa adanlya perbedaanl perihal anlak zinla danl anlak luar nlikah didalam l hukuml 

Positif, ternlyata hukum l Islam l lebih m lem lberikanl batasanl yanlg jelas terkait pem laham lanl 

anlak zinla. 

ML. NLasir Djam lil mlenlgem lukakanl hak-hak anlak m lenlurut Islam l, 7 yaitu berupa 

:Pem leliharaanl atas hak beragam la (hifdz al-dinl), pem leliharaan l hak atas jiwa (hifdz al-

nlafs), Pem leliharaan l atas akal (hifdz al-aql), Pem leliharaanl atas harta (hifdz al-mlal), 

pem leliharaanl atas keturunlanl/nlasab (hifdz al-nlasl) Hak atas Kehorm latanl (hifzh al-‘irdh) 

hak-hak anlak yanlg dijam linl oleh agam la, m laka hak anlak dalam l panldanlgan l Islam l m lem liliki 

aspek yanlg unliversal terhadap kepenltinlganl anlak.26 

Berdasarkanl konlvenlsi hak-hak anlak di atas, hak-hak anlak secara um lum l dapat 

dikelom lpokkanl dalam l 4 (em lpat) kategori hak-hak anlak, anltara lainl yaitu : Hak unltuk 

kelanlgsunlganl hidup (The Right To Survival), Hak terhadap perlinldunlganl (Protectionl 

Rights), Hak unltuk tum lbuh kem lbanlg (Developmlenlt Rights), Hak unltuk berpartisipasi 

(Participationl Rights).27 

Sem lenltara itu, hak anlak m lenlurut Pasal 4 sam lpai denlganl Pasal 18 Unldanlg-Unldanlg 

NLomlor 23 Tahunl 2002 tenltanlg Perlinldunlgan l Anlak, anltara lainl adalah Hak unltuk dapat 

hidup, tumlbuh, berkem lbanlg, danl berpartisipasi secara wajar sesuai den lganl harkat dan l 

m lartabat kem lanlusiaan l, Hak m lenldapat m lenldapatkanl perlinldunlganl dari kekerasanl danl 

diskrim linlasi, hak mlem lperoleh idenltitas diri danl status kewarganlegaraanl, hak unltuk 

beribadah m lenlurut agam lanlya, Hak unltuk m lenlgetahui oranlg tuanlya, dibesarkanl, danl 

diasuh oleh oranlg tuanlya senldiri, Hak m lem lperoleh pelayanlanl kesehatanl, hak 

m lem lperoleh penldidikanl danl penlgajaranl, Hak m lenlyatakanl danl didenlgar penldapatnlya, 

Hak unltuk beristirahat, hak bergaul, hak berm lainl, hak m len ldapat perlinldunlgan l dari 

                                                           
26 ML. NLasir Djamlil, An lak Bukanl Un ltuk diHukuml, (Jakarta : Sinlar Grafika, 2013), 20. 
27 Konlvenlsi hak – Hak anlak (KHA) Baperlitbanlg 



18 

diskrim linlasi danl eksploitasi, Hak unltuk diasuh oleh oranlg tuanlya senldiri, Hak 

m lenldapatkanl perlakuanl secara m lanlusiawi, danl hak m lenldapatkanl banltuanl hukum l.28 

R. Soetojo Prawiroham lidjojo m lenlyatakanl, bahwa tiap-tiap m lanlusia itu berstatus 

sebagai oranlg dalam l hukum l. Tiap-tiap m lanlusia berwenlanlg unltuk m lem lpunlyai hak-hak, 

khususnlya berwenlanlg unltuk m lem lpunlyai hak-hak keperdataanl. Dalam l hukum l perdata 

tiap-tiap m lanlusia m lem lpunlyai hak-hak yanlg sam la danl terlepas denlganl hak 

ketatanlegaraanl. Terkait denlganl hak seoranlg an lak, pada um lum lnlya kewen lanlganl seoranlg 

anlak dalam l perspektif Kuh Perdata dim lulai pada saat kelahiranln lya. Penlgecualianl 

tersim lpul dalam l Pasal 2 Kuh Perdata yanlg m lenlyatakanl bahwa anlak yan lg m lasih dalam l 

kanldunlganl dianlggap telah dilahirkanl kalau kepenltinlganlnlya m lem lerlukan l. Tetapi, kalau 

anlak itu dilahirkanl m lati, m laka anlak tersebut dianlggap tidak pernlah ada. Inlilah yanlg 

dikatakanl oranlg sebagai fictie.29 

Lebih spesifik lagi dalam l Pem lbukaanl UUD 1945 m lenlyatakanl bahwa : Pasal 27 

ayat 1 m lenlyatakan l bahwa “segala warga n legara bersam laanl kedudukanlnlya didalam l 

hukum l danl pem lerinltahanl itu denlganl tidak ada kecualinlya, Pasal 28 : Setiap oranlg berhak 

atas penlgakuanl, jam linlanl, perlinldunlganl, danl kepastianl hukum l yanlg adil serta perlakuanl 

yanlg adil serta perlakuanl yanlg sam la di hadapan l hukum l.. 

Bahwa berdasarkanl Hak asasi anlak ada hak yanlg m lelekat pada seoranlg anlak yanlg 

sudah dibawa sejak lahir, Bahwa anlak yanlg baru lahir tidak MLenlanlggunlg dosa oranlg 

tuanlya, dalam l Islam l tidak mlenlgenlal dosa turunlanl, Pada saat anlak tersebut lahir sudah 

disertai hak unltuk n lasab atau keturun lanl serta hak atas harta oranlg tuanlya. Dalam l UUD 

                                                           
28 Inlstrumlen l tenltanlg HAML inli juga terdapat pada Pasal 16 Kovenlanl Inltern lasion lal Tenltanlg Hak-hak 

Sipildanl Politik, Dalaml Deklarasi Amlerika tenltan lg hak dan l tanlggun lg jawab mlanlusia baik Konlven lsi Amlerika 

danl Piagaml Afrika. Lihat Inlstrumlenl Inlternlasionlal Hak Azasi MLanlusia, (Jakarta: Yayasanl Obor Inldonlesia, 

2006), h. 108. 
29 R. Soetojo Prawirohamlidjojo danl Asis Safioedinl, Hukuml Oran lg danl Keluarga, (Banldunlg: Alumlnli, 

1986), h. 2. 



19 

1945 Pasal 27 ayat 1 m lenlyatakanl bahwa “segala warga nlegara bersam laan l kedudukanlnlya 

didalam l hukum l dan l pem lerinltahanl itu denlganl tidak ada kecualinlya, Jo Pasal 28 : Setiap 

oranlg berhak atas penlgakuanl, jam linlanl, perlin ldunlgan l, danl kepastianl hukum l yanlg adil 

serta perlakuanl yanlg adil serta perlakuanl yanlg sam la di hadapanl hukum l. 

Terlepas dari perm lasalah hukum l Islam l danl hukum l positif ternlyata hukum l adat 

sebagai hukum l yanlg tum lbuh dimlasyarakat tern lyata juga m lem lberikanl porsi yanlg m lenlarik 

perihal anlak zinla. Didalam l m lasyarakat adat yanlg m lenlggunlakanl sistem l kekeluargaanl 

yanlg bersifat Parenltal seperti MLasyarakat di MLinlahasa hubunlgan l anlak denlgan l pria yanlg 

tak kawinl yanlg m len lurunlkanlnlya, adalah serupa denlganl hubunlganl anlak denlgan l ayahnlya. 

Bila si ayah henldak m lenlghilanlgkanl kesanlgsianl m lenlgenlai hubunlgan l itu, m laka ia 

m lem lberikanl hadiah (lilikur) kepada ibu anlakn lya (dalam l hal m lereka tidak berdiaml 

serum lah).30 

Pada m lasyarakat adat yanlg m lenlggunlakanl sistem l kekeluargaan l yanlg bersifat 

Parenltal m lenlgakui adanlya anlak luar kawinl yan lg dipersam lakan l denlganl an lak sah denlganl 

syarat tertenltu seperti m lelalui penlgakuanl anlak ataupunl sikap danl kelakuanl yanlg 

ditunljukanl oleh anlak tersebut kepada ayah biologisnlya. Denlganl adan lya penlgakuan l 

terhadap anlak luar kawinl danl apabila sikap danl kelakuanl anlak tersebut dianlggap baik 

m laka anlak tersebut dapat m lewarisi dari ayah biologisnlya. 

Penlulis mlenlyadari bahwa setiap anlak harus m lenldapatkan l perlinldunlganl hukum l, 

tidak terkecuali bagi anlak yanlg dilahirkanl di luar perkawinlanl atau an lak zinla. Bila tidak 

dem likianl, yanlg dirugikanl adalah anlak yan lg dilahirkanl di luar perkawinlan l, padahal anlak 

tersebut terlahir dalam l konldisi suci danl tidak berdosa, sekalipunl yanlg bersanlgkutanl 

terlahir sebagai hasil zinla. Anlak yanlg dilahirkanl di luar perkawinlanl serin lgkali m lenldapat 

perlakuanl yanlg tidak adil danl stigmla di tenlgah-tenlgah m lasyarakat. 

                                                           
30 Imlaml Sudiyat, Hukuml Adat Sketsa Asas, cet 5, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 92. 



20 

Bahkan l stigmla terhadap anlak zinla di kalanlganl mlasyarakat serinlgkali m lenljadi 

wajar, padahal anlak tersebut tidaklah bersalah danl tidak pula bisa m lem lilih unltuk lahir di 

rahim l seoranlg ibu seperti apa, dalam l keadaan l keluarga seperti apa. Seperti yan lg serinlg 

distigmlakanl kepada anlak luar kawinl atau anlak zinla, ialah anlak am lpan lg, anlak haraml 

zadah. Stigmla nlegatif danl tidak adanlya perlinldunlgan l dari sisi hukum l bagi anlak luar 

kawinl atau anlak zin la m lenljadi persoalanl, padahal prinlsip hukum l adalah Equality before 

the law (sem lua m lanlusia setara di m lata hukum l). 

MLaka dari hal tersebut, penlulis inlginl m lenlggali bagaim lanla ketika anlak zinla diakui 

oleh ayah bilogisnlya, sebab didalam l beberapa peraturanl yanlg ada an lak zinla hanlya 

m lem lpunlyai hubun lganl perdata denlganl ibunlya. Ketidakadaanl peraturanl tenltanlg 

bagaim lanla ayah biologis m lenlgakui anlak luar kawinl atau an lak zinla inlilah yanlg m lem lbuat 

penlulis tertarik unltuk m lenlggali penldapat para hakim l sebagai penlem lu hukum l atau 

m lujtahid. Denlganl dem likianl penlulis tertarik m lenlganlgkat judul ; “Pendapat Hakim 

Tentang Pengakuan Anak Zina Dari Ayah Biologis Di Pengadilan Agama 

Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraianl latar belakanlg m lasalah di atas, m laka rum lusanl yanlg akanl dikaji dalaml 

penlelitianl inli akanl m lem lfokuskanl dalam l bagian l yanlg dianlgkat yaknli : 

1. Bagaim lanla pen ldapat hakim l di Penlgadilanl Agam la Banljarm lasinl, Banljarbaru, danl 

MLartapura terkait penlgakuanl anlak zinla oleh ayah biologis? 

2. Apa lanldasanl yuridis penldapat hakim l tenltanlg penlgakuanl anlak zinla yanlg diakui 

oleh ayah biologisnlya? 

3. Apa dampak pengakuan anak zina terhadap hak perdata anak dalam Islam? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkanl rum lusan l m lasalah yanlg penleliti buat, m laka dalam l penlelitianl inli 

bertujuanl unltuk ; 

1. MLenlganlalisis penldapat hakim l di Penlgadilanl Agam la Banljarm lasinl, Banljarbaru, danl 

MLartapura m len lgen lai penlgakuanl anlak zin la oleh ayah biologis. 

2. MLenlgkaji lanldasanl yuridis penldapat hakim l tenltanlg penlgakuanl an lak zinla yanlg 

diakui oleh ayah biologisnlya. 

3. Mengetahui dampak pengakuan anak zina terhadap hak perdata anak dalam Islam. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penlelitianl inli diharapkanl bisa bergunla danl berm lanlfaat : 

1. Secara Teoritis 

Tujuanl dari penlelitianl inli adalah unltuk m lem lberikanl m lanlfaat dan l berkonltribusi 

terhadap perkem lbanlganl ilmlu hukum l, terutam la dalam l ranlah hukum l keluarga yanlg 

terkait denlgan l terkait status anlak zinla danl penlgakuanl dari ayah biologis serta 

m lenlgetahui lanldasanl yuridis hekim l tenltanlg penlgakuanl anlak zinla yanlg diakui oleh 

ayah biologisn lya. 

2. Secara Praktis 

Dari segi im lplem lenltasi, penlelitianl inli diharapkanl m lem liliki dam lpak positif danl 

nlilai gunla bagi para profesionlal hukum l, terutam la di dalam l lin lgkup peradilanl 

agam la, para akadem lisi, danl juga m lasyarakat um lum l. Denlganl dem likianl, penlelitianl 

inli diharapkan l dapat m lem lberikanl wawasanl danl inlform lasi yan lg berharga unltuk 

perkem lbanlgan l penlelitianl di m lasa yanlg akanl datan lg. Hasil penlelitian l inli diharapkan l 

dapat m lenljadi acuanl bagi para hakim l Penlgadilanl Agam la dalam l 
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m lem lpertim lban lgkanl putusanl terkait penlgakuanl anlak zinla, serta m lem lberikanl 

rekom lenldasi kebijakanl yanlg lebih adil bagi anlak-an lak yanlg lahir di luar 

pernlikahanl. 

 

E. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahanl dalam l m len lanlgkap m laksud dari penlelitianl inli, perlu 

kiranlya penlulis jelaskanl beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Anak Zina 

Dalam penelitian ini, anak zina didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan di luar 

pernikahan yang sah secara hukum Islam. Anak zina tidak memiliki hubungan 

nasab dengan ayah biologisnya, kecuali jika ada pengakuan atau pembuktian 

tertentu yang diterima oleh sistem hukum positif, seperti hasil tes DNA. Dalam 

konteks hukum Islam, status anak zina membawa implikasi hukum terhadap hak-

hak perdata, terutama dalam hal nasab, waris, dan nafkah. 

2. Penldapat Hakim l: 

Penldapat hakim l m lerupakanl anlalisis, inlterpretasi, danl sudut panldanlg yanlg 

diunlgkapkanl oleh hakim l terkait suatu kasus hukum l. Dalam l konlteks penlelitianl inli, 

penldapat hakim l m lenlcakup pertim lbanlgan l yanlg diam lbil hakim l dalam l mlem lutuskanl 

perkara penlgakuanl anlak zinla dari ayah biologis. Penldapat inli juga m lenlcakup nlilai-

nlilai m loral, etika, danl hukum l yan lg berpenlgaruh dalam l proses penlgam lbilan l 

keputusanl. Pen lelitianl inli akanl m lenlggali panldanlganl hakim l m lenlgenlai legalitas, hak-

hak anlak, serta tanlggunlg jawab ayah biologis terhadap anlak yanlg diakui. 

3. Penlgakuanl An lak Zinla: 

Penlgakuanl an lak zinla adalah pernlyataanl resm li yanlg dibuat oleh ayah biologis yanlg 

m lenlgakui keberadaanl danl hak anlak yanlg lahir dari hubunlganl di luar nlikah. Dalam l 
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hukum l Islam l, penlgakuanl inli tidak hanlya m lem liliki imlplikasi mloral, tetapi juga 

hukum l yanlg m lem lpenlgaruhi status anlak danl hubunlgan l anltara ayah danl anlak. 

Penlelitianl inli akanl m lenlgkaji dasar hukum l pen lgakuanl anlak zinla dalam l hukuml 

Islam l serta bagaim lanla hakim l m lenlerapkan lnlya dalam l praktik di penlgadilanl agam la. 

4. Ayah Biologis 

Ayah biologis adalah inldividu yan lg secara genletik m lerupakanl oran lg tua dari anlak 

tersebut, yaitu laki-laki yanlg terlibat dalam l hubunlgan l seksual denlganl ibu anlak. 

Dalam l penlelitianl inli, perhatianl akanl diberikanl pada peranl dan l tanlggunlg jawab 

ayah biologis dalam l konlteks penlgakuanl anlak zinla. 

Penlelitianl juga akanl m lenlgeksplorasi bagaim lanla status ayah biologis 

m lem lpenlgaruhi keputusanl hakim l, term lasuk tanlggunlgjawab hukum l danl sosial yanlg 

diharapkanl dari ayah terhadap anlak. 

5. Penlgadilan l Agam la 

Penlgadilan l Agam la adalah lem lbaga peradilanl yanlg berwenlanlg unltuk 

m lenlyelesaikan l senlgketa yan lg berkaitan l denlganl hukum l Islam l, term lasuk kasus-

kasus yanlg m lelibatkanl pernlikahanl, perceraianl, danl m lasalah anlak. 

Penlelitianl inli akanl difokuskanl pada penlgadilanl agam la di Banljarm lasinl, Banljar 

Baru, danl MLartapura, yanlg akanl dijadikanl objek studi unltuk m lem laham li praktik 

hukum l danl pan ldanlganl hakim l terkait penlgakuanl anlak zinla. 

 

F. Teori Penelitian 

1. Granld Theory : Teori Rechstaat 

2. MLiddle Theory : Teori Hukum l Perkawinlanl,  Teori Konlsep Anlak Zinla 

3. Applied Theory : Teori Tujuanl Hukum l, Teori Hak Asasi MLanlusia 
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G. Penelitian Terdahulu 

Penlelitianl terdahulu unltuk mlenldapatkanl bahanl perbanldinlganl danl acuanl, selainl itu 

unltuk mlenlghinldari anlggapanl kesam laanl denlganl penlelitianl inli, m laka penleliti 

m lenlcanltum lkanl hasil-hasil penlelitianl terdahulu sebagai berikut: 

Pertamla, Penlelitianl tesis dari Misbahuddin denlganl judul “Kedudukanl An lak Zinla Dalam l 

Hukum l Waris di Inldonlesia”31, Hasil penlelitian l inli m lenlunljukkanl bahwasan lya anlak zinla 

akanl m lem lperoleh hak keperdataanl terhadap ayah bilogisnlya apabila m lenldapatkanl 

Istilahaq (Penlgakuanl) dari ayah biologisnlya sebagaim lanla yanlg diunlgkapkanl kanl oleh 

Ibnlu Taim liah danl hal tersebut ternlyata sudah diakom lodir dalam l Kuhp perdata danl 

Hukum l adat serta selaras den lganl Putusanl MLahkam lah Konlstitusi NLom lor 46/PUU-

VIII/2010. Dilihat dalam l tori hukum l bahwasan lya anlak zinla (an lak luar nlikah) m lerupakanl 

korbanl dari pada perilaku kedua oranlg tuanlya, kalau kem ludianl hukum l mlenlghukum l 

subjek dalam l pelaku kesalahanl adalah suatu yanlg m lafhum l, akanl tetapi dalam l posisi 

objek hukum l m lenlerim la sanlgsi dari perilaku subjek hukum l, hal inli m lem lbuat hukuml 

seakanl-akanl jauh dari rasa keadilanl. 

Kedua, Penlelitianl dari Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiatmaka dan Si Ngurah 

Ardhya, Sebuah jurnlal “Tinljauanl Yuridis Terkait Penlgakuanl Danl Pen lgesahanl Anlak 

Luar Kawinl MLenlurut Hukuml Positif (Studi Putusanl N Lomlor 45/Pdt.P/2021/PN L Bli)”32 , 

Penlelitianl inli bertujuanl unltuk (1) m lenlgkaji danl m lenlganlalisis tinljauan l yuridis terkait 

penlgakuanl danl pen lgesahanl anlak luar kawin l dalam l m lenlenltukanl kedudukanl hukuml 

seoranlg anlak m lenlurut hukum l positif danl (2) m lenlgan lalisis m lenlgenlai kedudukanl hukuml 

anlak luar kawinl yanlg telah disahkan l berdasarkanl Putusanl Penlgadilanl NLom lor 

45/Pdt.P/2021/PNL Bli. Jenlis penlelitianl yanlg digunlakanl dalam l penlelitianl inli adalah 

                                                           
31 MLisbahuddinl, Kedudukanl An lak Zin la Dalaml Hukum l Waris di Inldonlesia, (Tesis: Pascasarjanla, 2023) 
32 NLi Wayanl Sri Eka Lestari, Ketut Sudiatmlaka danl Si NLgurah Ardhya, Tin ljauan l Yuridis Terkait 

Pen lgakuanl Dan l Penlgesahanl An lak Luar Kawin l MLen lurut Hukuml Positif (Studi Putusanl NLomlor 

45/Pdt.P/2021/PNL Bli), e-Journlal Komlunlikasi Yustisia Unliversitas Penldidikanl Gan lesha Programl Studi Ilmlu 

Hukuml (Volumle 5 NLomlor 2 Agustus 2022) 
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penlelitianl yuridis n lorm lative. Penldekatanl yan lg digunlakanl dalam l penlelitianl inli adalah 

penldekatan l perunldan lg-unldanlganl danl pen ldekatanl kasus. Sumlber bahanl hukum l yanlg 

digunlakanl adalah bahanl hukum l prim ler danl bahanl hukum l sekunlder yanlg diperoleh 

kem ludianl dianlalisis m lenlggunlakanl anlalisis kualitatif unltuk mlem lperoleh kesim lpulanl yanlg 

relevanl denlganl perm lasalahanl penlelitianl inli. 

Ketiga, Penlelitianl yanlg di tulis oleh Siti Sefila Salwa, denlganl judul thesis “Status 

hukuml danl hak keperdataanl anlak yanlg terlahir dari pernlikahanl yanlg tidak dicatat : 

Tinljauanl yuridis hukuml Islaml danl hukum l positif Inldonlesia”33, penlelitianl inli adalah 

unltuk m lenlgetahui status hukum l danl hak keperdataanl anlak yanlg terlahir dari pernlikahanl 

yanlg tidak dicatat, danl apa saja yanlg m lenljadi kenldala bagi pem lerinltah dalam l penlertibanl 

penlcatatanl perkawinlanl. MLetode yanlg digun lakanl Penlulis yaitu penldekatanl yuridis 

nlorm latife (hukum l positif), yaitu penlelitianl hukum l yanlg m lenlgutam lakan l data sekunlder 

sebagai bahanl utam la, sedanlgkanl spesifikasi penlelitianl bersifat deskriptif anlalisis, dalaml 

m letode penlgum lpulanl data m lelalui penlelitianl data danl kepustakaanl tenltanlg status anlak 

luar kawinl. Berdasarkanl hasil penlelitianl inli bahwa pernlikahanl yanlg dilakukanl 

berdasarkanl hukum l Islam l mlerupakanl pernlikahanl yanlg sah, nlam lunl jika tidak dicatatkanl 

di hadapanl Pegawai Penlcatat NLikah (PPNL) hal tersebut tidak sah secara hukum l, sehinlgga 

akanl m lenlim lbulkanl dam lpak buruk bagi kelan lgsunlgan l rum lah tanlgga yanlg dijalanlinlya. 

Akibat hukum l bagi perkawinlanl yan lg tidak dicatat secara yuridis bahwa anlak yanlg 

dilahirkanl dari perkawinlanl tersebut tidak dapat m lelakukanl tinldakanl hukum l keperdataan l 

sehinlgga anlak tersebut tidak m lenldapat perlin ldunlgan l hukum l sesuai denlganl peraturan l 

perunldanlg-unldanlgan l yanlg berlaku. Pem lerinltah telah m lelakukanl berbagai upaya gunla 

m lem lberi pem laham lanl terhadap warga nlegara m lelalui sosialisasi secara m lenlyeluruh, 

                                                           
33Siti Sefila Salwa, Status hukuml danl hak keperdataanl anlak yanlg terlahir dari pern likahanl yanlg tidak 

dicatat : Tin ljauanl yuridis hukuml Islaml dan l hukuml positif In ldonlesia (tesis Pascasarjanla UINL Sunlanl Gunlunlg 

Djati : Banldunlg, 2021) 
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nlam lunl kenldala yanlg dihadapi pem lerinltah m lasih terbilanlg sulit unltuk m lem lberi 

pem laham lanl jika m lasyarakat tidak sadar akanl hukum l yanlg berlaku di Inldon lesia.  

Keemlpat, Penlelitian l dari Zainul Mu’ien Husni, Emilia Rosa, Lilik Handayani, dan 

Dinda Febrianti Putri, pada HAKAML: Jurnlal Kajianl Hukum l Islam l ISSNL : 2580-8052 

yanlg berjudul  “An lalisis Status Anlak Luar Kawinl Terhadap Oranlg Tuanlya: Studi 

Komlparatif Anltara Hukuml Positif Danl Hukuml Islaml”34, pada penlelitianl tersebut 

m lenlyebutkanl bahwa Anlak (keturunlanl) dalam l sebuah perkawinlanl m lerupakanl salah satu 

tujuanl yan lg diinlgikanl sem lua keluarga. NLam lun l, akanl m lenljadi problem l besar m lanlakala 

seoranlg perem lpuanl m lelahirkanl anlak tanlpa m lelalui proses perkawinlanl yanlg sah atau 

yanlg populer disebut anlak luar kawinl. Disebut problem l karenla status anlak tersebut 

denlganl kedua oranlg tuanlya m lenljadi absurd, terutam la yanlg berkaitanl den lganl hak waris, 

hak perwalianl, m laupunl hak nlafaqah. Di sinlilah penltinlgnlya penlelitianl inli dilakukanl.  

Berdasarkanl denlganl kajianl terdahulu sebagaim lanla yanlg sudah dijelaskan l di atas 

bahwa penlelitianl-penlelitianl sebelum lnlya belum l m lenljelaskanl tenltanlg penldapat hakim l 

terhadap bagaim lanla anlak luar kawinl juga m len ldapatkanl keadilanlnlya. Pen lelitianl em lpirik 

yanlg akanl penleliti bahas adalah bagaim lanla penldapat hakim l tenltanlg anlak zinla dari ayah 

biologis di Penlgadilanl Agam la (Ban ljarm lasinl, Banljar Baru, MLartapura) dalam l hukuml 

Islam l danl hukum l positif, m lenlelaah hak-hak an lak luar kawinl dari sisi kem lanlusiaanlnlya. 

Serinlgkali luar kawinl atau anlak zinla m lenldapatkanl diskrim linlasi bahkan l ketidakadilanl 

dalam l hidup m lereka, tidak jaranlg hak-hak m lereka sebagai m lanlusia tidak diberikanl 

denlganl sem lestinlya baik dalam l berbagai aspek kehidupanl di m lasyarakat terlebih 

khususnlya. 

 

                                                           
34Zainlul M Lu’ienl Husnli, Emlilia Rosa, Lilik Hanldayanli, dan l Dinlda Febrianlti Putri, An lalisis Status An lak 

Luar Kawin l Terhadap Oran lg Tuan lya: Studi Kom lparatif An ltara Hukum l Positif Dan l Hukum l Islam l (HAKAML: 

Jurnlal Kajianl Hukuml Islaml ISSN L : 2580-8052) 
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H. Sistematika Penulisan 

Unltuk m lem ludahkanl pem lbahasanl danl pem laham lanl yanlg jelas dalam l m lem lbaca tesis 

inli, m laka tesis inli penlulis susunl sebagai berikut: 

Bab I berisi penldahuluanl, denlganl sub bab latar belakanlg m lasalah, rum lusanl m lasalah, 

tujuanl penlelitianl, defenlisi operasionlal, kegun laanl penlelitianl, tinljauanl pustaka, m letode 

penlelitianl, danl sistem latika penlulisanl. 

Bab II dalam l bab inli penlulis mlenlgem lukakanl dasar teori yanlg m leliputi: Lanldasanl teori 

yanlg berisikanl teori-teori Rechstaat, Hukum l Perkawinlanl,  Teori Konlsep Anlak Zinla, 

Teori Tujuanl Hukum l, danl Teori Hak Asasi MLanlusia. 

Bab III berisi tenltanlg hasil penlelitianl danl pem lbahasanl m leliputi: MLetode Penlelitianl 

Bab IV dalam l bab inli berisikanl pem lbahasanl tenltanlg: Dasar hukum l terkait penlgakuanl 

anlak luar kawinl atau anlak zinla yanlg di akui oleh ayah biologisnlya. 

Bab V dalam l Bab in li m lenlyajikanl kesim lpulanl dari penlelitianl yanlg telah dilakukanl serta 

m lem lberikanl rekom lenldasi unltuk perbaikanl kebijakanl hukum l terkait anlak zinla di 

Inldonlesia. 

 

 

 

  


